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ABSTRACT

Military institutions have historically been characterized by rigid hierarchies and masculine norms that shape
power distribution and leadership patterns. These conditions often place women in marginal positions within
military career systems. This study analyzes the dynamics of women'’s leadership in the Indonesian National Armed
Forces (TNI) and examines how institutional power relations influence women’s access to strategic leadership
positions. The research employs a descriptive qualitative approach using a literature review method. The analysis
applies Michel Foucault’s theory of power relations and the Feminist Institutionalism framework. The findings
indicate that the limited representation of women in military leadership is shaped by institutional mechanisms such
as promotion systems, career pathways, and organizational cultures dominated by masculine norms. Therefore,
gender-sensitive policy reforms are needed to promote a more inclusive military leadership structure.
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ABSTRAK

Institusi militer secara historis dibangun di atas struktur hierarki yang kuat dan nilai-nilai maskulinitas yang
mempengaruhi distribusi kekuasaan serta pola kepemimpinan dalam organisasi. Kondisi ini sering menempatkan
perempuan pada posisi marginal dalam sistem karier militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika
kepemimpinan perempuan dalam struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta bagaimana relasi kekuasaan
dalam Kkebijakan institusional mempengaruhi peluang perempuan mencapai posisi kepemimpinan strategis.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review. Analisis dilakukan
menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan pendekatan Feminist Institutionalism. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterbatasan kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh mekanisme institusional seperti
sistem promosi pangkat, jalur karier, serta budaya organisasi yang masih didominasi norma maskulinitas.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan, militer, relasi kuasa, gender
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PENDAHULUAN

Institusi militer merupakan salah satu arena sosial yang dibangun dengan fondasi maskulinitas,
disiplin hierarkis, serta distribusi kekuasaan yang terpusat. Organisasi militer tidak hanya berfungsi sebagai
alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai institusi yang mereproduksi norma sosial mengenai
kepemimpinan, otoritas, dan legitimasi kekuasaan (Subari & Hidayati, 2023). Dalam berbagai hal, militer
dipandang sebagai ruang yang secara historis dan simbolik dikaitkan dengan identitas maskulin, sehingga
partisipasi perempuan di dalamnya sering kali ditempatkan pada posisi yang marginal (Segal, 2020). Militer
sering kali di pandang sebagai ruang yang secara simbolik dan struktural lebih dekat dengan identitas laki-
laki, sehingga partisipasi perempuan didalamnya dikonstruksikan pada posisi marginal. Kondisi ini
menyebabkan pempuan yang memasuki institusi militer tidak hanya menghadapi tantangan profesional,
tetapi juga harus berhadapan akar historis dengan struktur institusional yang dibangun tanpa
mempertimbangkan kesetaraan gender (Nurliah Nurdin, 2022).
Ketimpangan gender dalam institusi militer juga terefleksi dalam Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun
2014, khususnya Pasal 5 Ayat (2) yang melarang prajurit perempuan menikah dengan prajurit yang
berpangkat lebih rendah (Indonesia, 2014). Meskipun secara formal aturan ini dibenarkan dengan alasan
menjaga stabilitas hierarki komando, substansinya justru memperlihatkan bagaimana institusi militer
memperluas kontrolnya hingga ke ranah privat prajurit perempuan. Dalam perspektif sosiologis, regulasi
semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk kontrol institusional terhadap tubuh dan kehidupan sosial
perempuan dalam organisasi militer. Hal ini sejalan dengan pandangan mengenai ketimpangan gender
dalam institusi kerja yang menunjukkan bahwa aturan organisasi sering kali mereproduksi relasi kekuasaan
yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (Innayah & Pratama, 2019). Ketentuan tersebut secara
implisit mengandaikan bahwa relasi otoritas dalam keluarga militer harus mengikuti pola hierarki maskulin,
di mana laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih superior. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Michel
Foucault yaitu Power Relations Theory yang memandang bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui
otoritas formal atau struktur komando, tetapi juga melalui regulasi, norma, dan praktik institusional yang
mengatur tubuh serta kehidupan sosial individu (Subari & Hidayati, 2023). Aturan perkawinan prajurit
tidak sekadar berfungsi administratif, melainkan menjadi instrumen disipliner yang menormalisasi
dominasi maskulin sekaligus membatasi otonomi perempuan dalam struktur militer. Kebijakan organisasi
seperti aturan perkawinan, sistem promosi jabatan, serta mekanisme seleksi karier dapat menjadi instrumen
disipliner yang secara tidak langsung mengatur tubuh dan kehidupan sosial prajurit (Gordon, 2019).

Kehadiran perempuan dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara formal telah
diakomodasi melalui pembentukan korps perempuan pada masing-masing matra, yaitu Korps Wanita
Angkatan Darat (Kowad), Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), dan Wanita Angkatan Udara (Wara).
Keberadaan korps tersebut lebih sering dipahami sebagai mekanisme integrasi simbolik perempuan dalam
militer, bukan sebagai transformasi struktural yang secara substantif membuka ruang kepmimpinan yang
setara (Putriana, 2012). Studi mengenai perempuan dalam militer menunjukkan bahwa integrasi perempuan
sering kali bersifat terbatas pada fungsi tertentu yang dianggap “sesuai” dengan peran gender perempuan,
seperti administrasi, kesehatan, atau pendidikan militer (Sung, 2021).

Data komposisi personel TNI menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah prajurit TNI mencapai
sekitar 444.133 personel, namun hanya sekitar 8.850 di antaranya merupakan perempuan atau sekitar dua
persen dari total kekuatan militer nasional. Jika dilihat dalam tren beberapa tahun terakhir, jumlah prajurit
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perempuan memang mengalami peningkatan secara bertahap, namun peningkatan tersebut berlangsung
sangat lambat dan belum mampu mengubah struktur dominasi gender dalam institusi militer (Rajagukguk,
2025). Kondisi ini sejalan dengan konsep glass ceiling, yaitu hambatan tidak terlihat yang membatasi
perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi dalam organisasi (Aflah, 2021).

Pada tahun 2020 jumlah prajurit perempuan TNI diperkirakan berada pada kisaran sekitar 7.800

personel, meningkat menjadi sekitar 8.200 personel pada tahun 2021, dan mencapai sekitar 8.850 personel
pada tahun 2022. Pada periode berikutnya, jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 9.200
personel pada tahun 2023, sekitar 9.500 personel pada tahun 2024, dan mendekati 9.800 personel pada
tahun 2025 (Rajagukguk, 2025). Meskipun menunjukkan tren peningkatan, persentase perempuan dalam
tubuh TNI tetap berada pada kisaran 2% dari total personel militer nasional. Kondisi ini menunjukkan
bahwa struktur organisasi militer Indonesia masih sangat maskulin secara komposisional.
Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel perempuan, tetapi juga berkaitan
dengan distribusi jabatan dalam organisasi militer. Dalam praktik organisasi militer, perempuan lebih sering
ditempatkan pada fungsi administratif, kesehatan militer, atau bidang pendidikan, sementara jalur komando
tempur yang menjadi prasyarat utama menuju kepemimpinan strategis masih didominasi oleh laki-laki
(Ganda et al., 2020). Pola ini menunjukkan bahwa struktur organisasi militer tidak sepenuhnya netral
terhadap gender, melainkan mengandung mekanisme institusional yang membatasi mobilitas karier
perempuan dalam organisasi pertahanan (Kristiyanto et al., 2022).

Ketimpangan tersebut menjadi semakin mencolok ketika diamati dari dimensi kepangkatan senior
dalam struktur komando militer. Sejak berdirinya Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) pada 21
Desember 1960 sebagai unit yang secara formal membuka akses perempuan ke dalam Institusi TNI
Angkatan Darat, mobilitas karier perempuan menuju jenjang kepemimpinan strategis berjalan sangat
lambat (Panjaitan & Purba, 1945). Selama lebih dari enam dekade, perempuan di lingkungan TNI AD
umumnya berada pada posisi staf, tenaga medis militer, atau bidang administratif yang secara struktural
tidak berada pada jalur komando utama. Situasi ini memperlihatkan bahwa integrasi perempuan dalam
militer lebih bersifat simbolik daripada transformasional, karena akses terhadap posisi kepemimpinan
tertinggi tetap dikendalikan oleh struktur organisasi yang maskulin.

Dalam konteks global, upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pertahanan
sebenarnya telah menjadi bagian dari agenda internasional, terutama melalui kerangka Women, Peace, and
Security (WPS) yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam sektor keamanan dan
pertahanan negara (Maysarah et al., 2024). Perspektif ini berargumen bahwa peningkatan partisipasi
perempuan dalam sektor pertahanan tidak hanya berkaitan dengan isu kesetaraan gender, tetapi juga
berkaitan dengan efektivitas organisasi militer dalam menghadapi tantangan keamanan modern yang
semakin kompleks (Habibie et al., 2024). Meskipun demikian, transformasi menuju kesetaraan gender
dalam institusi militer sering kali berjalan sangat lambat karena kuatnya budaya organisasi yang maskulin.
Reformasi sektor pertahanan yang sensitif gender membutuhkan perubahan tidak hanya pada aspek regulasi
formal, tetapi juga pada norma organisasi, sistem promosi jabatan, serta struktur kepemimpinan dalam
militer (Rosi, 2025).

Pada 15 Mei 2024, lebih dari enam puluh empat tahun sejak Kowad didirikan seorang perempuan
untuk pertama kalinya berhasil mencapai pangkat Mayor Jenderal di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Tokoh tersebut adalah Mayjen TNI dr. Dian Andriani Ratna Dewi, Sp.KK., M.Biomed., MARS., S.H.,
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M.H., FINSDV, FAADV, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran Universitas Pertahanan (Tempo.co, 2024). Pencapaian ini secara simbolik
dipandang sebagai tonggak sejarah bagi perempuan di lingkungan militer Indonesia. Pernyataan Dian
sendiri yang menyebut bahwa “sejak berdirinya Kowad pada 21 Desember 1960, ini adalah penghargaan
yang tertinggi sampai saat ini” justru memperlihatkan paradoks institusional yang lebih dalam: keberhasilan
tersebut bukan hanya mencerminkan kemajuan, tetapi sekaligus mengungkap betapa lambannya
transformasi struktural dalam sistem karier militer bagi perempuan (Tempo.co, 2024).

Jumlah perwira tinggi perempuan di TNI AD hingga saat ini masih sangat terbatas, bahkan dapat
dihitung dengan jumlah yang relatif kecil. Beberapa perwira perempuan yang berhasil mencapai pangkat
Brigadir Jenderal (Brigjen) antara lain Brigjen TNI Dra. Maria Immaculata Suparni, M.M.S.1. dan Brigjen
TNI Winarni, S.M., yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat pada masa
kepemimpinan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Selain itu terdapat pula Brigjen TNI Dr. Tetty Melina
Lubis, S.H., M.H., Brigjen TNI dr. Dewi Puspitorini, Sp.P., MARS., M.H., Brigjen TNI Faridah Faisal,
S.H., M.H., serta Brigjen TNI dr. Eny Ambarwati, Sp.PD., MARS., FINASIM (Mubarok, 2023). Sebagian
besar dari perwira tinggi perempuan tersebut berasal dari korps kesehatan militer, hukum militer, atau
jabatan staf yang secara struktural tidak berada dalam jalur komando tempur utama. Pola ini menunjukkan
bahwa akses perempuan menuju kepangkatan tinggi dalam militer masih sangat bergantung pada bidang-
bidang tertentu yang secara historis dianggap lebih “sesuai” dengan peran gender perempuan (Fauzia,
2022). Tuntutan peran ganda tersebut sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan karier
perempuan di lingkungan militer (Abgori, 2019).

Fakta bahwa pencapaian pangkat bintang dua oleh seorang perempuan setelah lebih dari enam
dekade masih dipandang sebagai peristiwa sejarah menunjukkan adanya problem struktural dalam
distribusi kekuasaan di dalam organisasi militer (Noor, 2020). Jika sebuah institusi benar-benar
memberikan kesempatan yang setara, maka pencapaian tersebut seharusnya tidak lagi diperlakukan sebagai
anomali atau peristiwa luar biasa. Sebaliknya, narasi “prestasi pertama” justru mengindikasikan bahwa
sistem karier militer selama ini beroperasi dalam kerangka institusional yang tidak sepenuhnya inklusif
terhadap perempuan (Tioma & Bu’ulolo, 2023). Dengan kata lain, keberhasilan individu seperti Dian
Andriani Ratna Dewi tidak serta-merta mencerminkan transformasi struktural dalam organisasi militer,
melainkan lebih menggambarkan pengecualian dalam sistem yang secara umum masih mempertahankan
dominasi maskulin dalam kepemimpinan militer.

Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana struktur hierarki militer dapat secara tidak langsung
mereproduksi ketimpangan gender melalui mekanisme promosi, penempatan jabatan, serta distribusi jalur
karier yang tidak setara (Zulti Rahman, 2025). Dalam konteks ini, keberhasilan perempuan mencapai
pangkat tinggi sering kali dipresentasikan sebagai bukti keterbukaan institusi, padahal secara empiris
jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak secara signifikan mengubah konfigurasi kekuasaan dalam
organisasi. Fenomena kepemimpinan perempuan di TNI perlu dipahami bukan sekadar sebagai persoalan
representasi individu, melainkan sebagai refleksi dari dinamika relasi kekuasaan dalam kebijakan
institusional militer yang selama ini membentuk batas-batas mobilitas karier perempuan dalam struktur
komando (Anita, 1993).

Diskriminasi terhadap perempuan di TNI juga beroperasi melalui kebijakan-kebijakan yang secara
eksplisit menargetkan tubuh perempuan. Contoh paling mencolok adalah tes keperawanan yang
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diberlakukan dalam rekrutmen prajurit perempuan sejak tahun 1977 sebagaimana dikonfirmasi oleh
Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya dan baru dihapuskan secara bertahap mulai Juni 2021 melalui Petunjuk
Teknis TNI AD Nomor B/1372/V1/2021, diprakarsai oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa
(Shifa Hamida, 2022). Human Rights Watch (HRW), yang pertama kali mengungkap praktik ini pada 2014,
mendokumentasikan bahwa tes yang dilakukan oleh dokter laki-laki ini menimbulkan trauma psikologis
mendalam pada para korbannya (Nasional et al., 2015). Penghapusan tes ini baru efektif berlaku di seluruh
tiga matra (AD, AL, AU) pada April 2022 sebuah perubahan yang penting namun datang terlambat empat
puluh lima tahun. Komnas Perempuan mengapresiasi langkah ini sambil mengingatkan bahwa penghapusan
satu praktik diskriminatif belum cukup untuk mengubah kultur yang melahirkannya.

Dalam perspektif power relations theory, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep relasi
kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Foucault memandang kekuasaan tidak hanya beroperasi
melalui otoritas formal atau struktur komando, tetapi juga melalui jaringan praktik institusional, regulasi,
dan diskursus yang membentuk perilaku individu dalam organisasi. Kekuasaan bekerja melalui berbagai
mekanisme institusional seperti sistem promosi pangkat, kebijakan penempatan jabatan, serta regulasi
internal organisasi yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap posisi strategis (Putri Ayu, 2025).
Kekuasaan dalam militer tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif karena mampu membentuk
struktur peluang dan batasan bagi individu dalam organisasi.

Kebijakan institusional dalam Tentara Nasional Indonesia dapat dipahami sebagai arena di mana
relasi kekuasaan bekerja dalam menentukan distribusi jabatan dan peluang kepemimpinan. Sistem promosi
dan distribusi jabatan dalam militer sering kali tidak hanya didasarkan pada kompetensi profesional semata,
tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan internal organisasi, legitimasi dari elite militer, serta mekanisme
patronase yang berkembang dalam struktur komando (Al Ahsani, 2020). Kondisi ini membuka ruang bagi
praktik politisasi jabatan, di mana posisi strategis dalam organisasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh
prinsip meritokrasi, melainkan juga oleh konfigurasi kekuasaan dalam organisasi militer.

Analisis tersebut juga sejalan dengan pendekatan Feminist Institutionalism, yang menekankan
bahwa institusi formal dan informal sering kali mengandung bias gender yang mempengaruhi distribusi
kekuasaan dalam organisasi (Safitri & Listayani, 2021). Perspektif ini berargumen bahwa aturan organisasi
tidak selalu netral terhadap gender, karena dalam praktiknya institusi sering kali mereproduksi norma
maskulinitas yang telah mengakar dalam struktur organisasi. Norma maskulinitas tersebut tercermin dalam
standar kepemimpinan, pola rekrutmen, serta jalur karier yang lebih mudah diakses oleh laki-laki
dibandingkan perempuan (Safitri & Listayani, 2021).

Rendahnya representasi perempuan dalam kepemimpinan militer tidak hanya dapat dijelaskan
melalui faktor individual seperti kompetensi atau minat, tetapi juga melalui struktur institusional yang
secara sistematis membentuk peluang karier yang berbeda antara laki-laki dan perempuam (Nurliah Nurdin,
2022). Struktur kekuasaan dalam organisasi militer cenderung mempertahankan pola dominasi yang telah
lama terbentuk, sehingga perempuan yang memasuki institusi tersebut harus bernegosiasi dengan norma
dan praktik organisasi yang tidak sepenuhnya inklusif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai dinamika kepemimpinan perempuan dalam struktur
TNI menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan institusional dan relasi kekuasaan bekerja
dalam membentuk distribusi posisi kepemimpinan dalam organisasi militer. Penelitian ini berupaya
menganalisis secara kritis bagaimana relasi kekuasaan dalam kebijakan institusional TNl mempengaruhi
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peluang perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan strategis, serta bagaimana dinamika tersebut
berkaitan dengan praktik politisasi jabatan dalam struktur organisasi militer.

KERANGKA TEORI
Teori Relasi Kuasa Michel Foucault (Power Relations)

Analisis dalam penelitian ini berpijak pada kerangka teoritis relasi kuasa (power relations) yang
dikembangkan oleh Michel Foucault. Berbeda dengan konsepsi kekuasaan konvensional yang
memahaminya sebagai sesuatu yang dimiliki, diakumulasi, dan diexercised dari atas ke bawah secara
hirarkis, Foucault menawarkan pembacaan yang lebih produktif dan menyeluruh dimana kekuasaan tidak
dimiliki, melainkan dijalankan tidak terpusat, melainkan menyebar dalam jaringan relasi yang menembus
seluruh sendi kehidupan sosial, termasuk institusi, regulasi, dan diskursus (Foucault, 1977). Dalam
perspektif ini, kekuasaan bersifat kapiler ia beroperasi bukan hanya melalui larangan dan represi, tetapi
juga melalui produksi pengetahuan, norma, dan subjektivitas yang mengatur cara individu memahami diri
sendiri dan orang lain.

Konsep kunci yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah apa yang oleh Foucault disebut
sebagai disciplinary power atau kekuasaan disipliner. Dalam institusi total seperti militer, kekuasaan
disipliner bekerja melalui mekanisme pengawasan hierarkis (hierarchical surveillance), normalisasi
(normalization), dan pemeriksaan (examination) yang secara sistematis membentuk tubuh dan perilaku
individu agar sesuai dengan standar institusional yang dominan (Foucault, 1977). Kekuasaan disipliner
tidak semata-mata melarang, tetapi menghasilkan subjek dalam hal ini, subjek militer yang ideal yang
secara historis didefinisikan dalam kerangka maskulinitas, ketahanan fisik, dan keberanian tempur yang
dikonstruksikan sebagai atribut laki-laki.

Kerangka Foucault ini memungkinkan pembacaan kritis terhadap berbagai praktik yang tampak
netral namun sesungguhnya sarat dengan muatan relasi kekuasaan berbasis gender. Sistem promosi
pangkat, mekanisme penempatan jabatan, standar rekrutmen, hingga praktik-praktik informal dalam
budaya organisasi militer bukanlah prosedur teknis yang bebas nilai, melainkan arena di mana kekuasaan
bekerja untuk mereproduksi hierarki gender (Judiasih & Padjadjaran, 2022). Kebijakan seperti tes
keperawanan yang selama puluhan tahun diberlakukan dalam rekrutmen prajurit perempuan TNI
merupakan contoh paling terang-benderang dari kekuasaan disipliner yang bekerja langsung pada tubuh
perempuan, menegaskan batas-batas antara siapa yang dianggap layak menjadi anggota institusi dan siapa
yang tidak.

Selain kekuasaan disipliner, konsep governmentality Foucault juga relevan untuk memahami
bagaimana regulasi institusional TNI tidak hanya mengontrol individu dari luar melalui aturan formal,
tetapi juga membentuk cara pandang subjek tentang diri mereka sendiri. Ketika prajurit perempuan
menginternalisasi keyakinan bahwa posisi tempur dan kepemimpinan strategis ‘memang bukan untuk
perempuan’, maka kekuasaan telah berhasil beroperasi melalui subjektivitas itu sendiri tanpa perlu represi
eksplisit. Inilah yang dimaksud Foucault sebagai efek normalisasi dari kekuasaan, dominasi dipertahankan
bukan melalui paksaan semata, tetapi melalui konstruksi makna dan norma yang diterima sebagai sesuatu
yang wajar dan alamiah.
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Kekuasaan tidak pernah bekerja secara sepihak. Di mana ada kekuasaan, di situ selalu ada
perlawanan (resistance). Pencapaian perempuan seperti Mayjen TNI dr. Dian Andriani Ratna Dewi yang
berhasil menembus batas pangkat Mayjen dalam struktur TNI AD dapat dibaca bukan semata sebagai bukti
kebaikan institusi, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim kebenaran militer yang selama ini
mendefinisikan kepemimpinan sebagai domain maskulin. Namun sekaligus, pencapaian individual tersebut
harus dibaca dengan kritis: keberhasilan satu individu tidak serta-merta mengubah rezim kekuasaan yang
lebih luas, dan justru dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang memperhalus dominasi struktural
yang masih berlangsung.

Teori Feminist Institutionalism

Kerangka analisis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah Feminist Institutionalism (FI),
sebuah pendekatan teoritis yang berkembang dari persilangan antara new institutionalism dalam ilmu
politik dan teori feminis. Feminist Institutionalism, yang dikembangkan antara lain oleh Joni Lovenduski,
Mona Lena Krook, dan Fiona Mackay, berpendapat bahwa institusi baik formal maupun informal bukanlah
entitas yang netral secara gender, melainkan arena yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi
hierarki gender melalui aturan, norma, dan praktik yang terlembaga (Mackay, Kenny & Chappell, 2010;
Krook & Mackay, 2011).

Salah satu kontribusi paling signifikan dari pendekatan ini adalah penegasan bahwa institusi tidak
hanya dibentuk oleh aturan formal yang tertulis, tetapi juga oleh institusi informal yakni norma, nilai, dan
praktik tidak tertulis yang membentuk perilaku aktor dalam organisasi
(Nurliah Nurdin, 2022). Institusi informal ini sangat kuat pengaruhnya yaitu budaya kesatuan, solidaritas
maskulin (male bonding), standar ‘prajurit sejati’ yang bercorak androsentris, serta jaringan mentoring dan
patronase yang secara implisit lebih mudah diakses oleh laki-laki semuanya merupakan manifestasi dari
institusi informal yang membatasi mobilitas karier perempuan bahkan ketika aturan formal secara teknis
tidak melarang mereka (Sugiharti, 2019).

Feminist Institutionalism secara khusus menyoroti konsep gendered institutions, yakni institusi
yang secara struktural dibangun di atas asumsi bahwa aktor standarnya adalah laki-laki. Dalam analisis
Joan Acker (1990) mengenai ‘gendered organizations’, sebuah institusi dikatakan bersifat gendered ketika
keunggulan, kelayakan, dan komitmen diukur berdasarkan standar yang secara historis dibentuk sesuai
dengan kehidupan dan tubuh laki-laki seperti mobilitas penuh tanpa tanggung jawab domestik, kesediaan
bertugas di daerah terpencil, dan akses tanpa hambatan ke jalur komando tempur. Standar-standar ini tidak
diakui sebagai bermuatan gender, melainkan dipresentasikan sebagai persyaratan profesional yang objektif
dan universal, padahal sesungguhnya mencerminkan norma maskulin yang terlembaga (HARDINA, 2023).

Dalam kerangka Feminist Institutionalism, pembentukan Kowad, Kowal, dan Wara pada TNI tidak
semata-mata dapat dibaca sebagai langkah progresif menuju inklusi gender, tetapi juga harus dibaca secara
kritis sebagai mekanisme segregasi institusional yang membatasi perempuan pada korps tersendiri dengan
akses terbatas ke jalur komando utama. Struktur korps perempuan yang terpisah ini secara tidak langsung
mereproduksi dikotomi antara militer ‘sejati’ (maskulin, tempur, komando) dan militer ‘perempuan’
(administratif, kesehatan, pendidikan), sehingga segregasi jabatan bukan hanya fakta empiris melainkan
juga produk dari arsitektur institusional yang sengaja dirancang dengan bias gender.
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Feminist Institutionalism juga memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika
perubahan institusional. Mona Lena Krook dan Fiona Mackay mengidentifikasi bahwa perubahan
institusional yang berperspektif gender seringkali bersifat incremental dan tidak linear terjadi melalui apa
yang disebut sebagai layering (penambahan aturan baru di atas struktur lama yang tidak berubah) dan
displacement (penggantian aturan lama secara bertahap). Dalam konteks TNI, penghapusan tes
keperawanan sejak 2021-2022 dapat dibaca sebagai contoh displacement parsial satu aturan diskriminatif
dihapus, namun struktur institusional yang lebih dalam yang menormalkan kontrol atas tubuh perempuan
dan membatasi akses mereka ke posisi strategis tetap belum mengalami transformasi substantif. Inilah yang
menjadikan narasi ‘kemajuan’ dalam representasi perempuan di TNI perlu didekati dengan kehati-hatian
analitis: perubahan permukaan tidak selalu mencerminkan transformasi struktural yang genuine.

Foucault menyediakan alat analisis untuk membongkar bagaimana kekuasaan beroperasi melalui
diskursus, norma, dan mekanisme disipliner yang merasuki seluruh tubuh institusi militer (Subari &
Hidayati, 2023). Feminist Institutionalis memberikan spesifikasi gender yang lebih konkret bagaimana bias
maskulin tertanam dalam arsitektur formal dan informal institusi, bagaimana perubahan terjadi atau
terhambat, dan bagaimana aktor-aktor perempuan bernegosiasi dengan struktur yang tidak dirancang untuk
mereka. Gabungan kedua kerangka ini memungkinkan analisis yang tidak hanya mendeskripsikan
ketimpangan, tetapi juga mengungkap mekanisme produksi dan reproduksinya sebuah prasyarat bagi setiap
upaya transformasi yang tidak sekadar formalitas semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur
(literature review). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur
variabel secara statistik, melainkan berupaya memahami secara mendalam dan interpretatif bagaimana
relasi kekuasaan beroperasi dalam kebijakan institusional militer serta bagaimana dinamika tersebut
membentuk peluang kepemimpinan perempuan dalam struktur TNI. Dalam paradigma ini, realitas sosial
dipandang sebagai konstruksi yang dihasilkan melalui praktik diskursif, regulasi kelembagaan, dan
mekanisme kekuasaan yang bekerja secara produktif bukan sekadar sebagai fenomena yang dapat diukur
secara kuantitatif.

Adapun metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan adalah literature review, yakni
penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan mencakup artikel jurnal ilmiah, buku,
laporan lembaga, dokumen kebijakan resmi, serta dokumen institusional terkait struktur organisasi dan
regulasi kepegawaian TNI. Proses tinjauan literatur dilakukan secara kritis dan tidak semata-mata bersifat
deskriptif; setiap sumber tidak hanya diringkas, tetapi juga dianalisis secara interpretatif untuk mengungkap
asumsi, nilai, dan relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik teks kebijakan maupun data statistik yang
tersedia. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi penelitian kritis (critical research) yang berupaya
membongkar ideologi dominan yang seringkali terlembaga dalam aturan dan praktik institusional yang
tampak netral.

Sumber-sumber yang dikaji dalam penelitian ini mencakup literatur akademik dari bidang sosiologi
militer, kajian gender, ilmu politik, dan administrasi publik. Laporan Human Rights Watch (HRW)
mengenai praktik diskriminatif dalam rekrutmen militer dokumen regulasi dan petunjuk teknis TNI melalui
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data kepegawaian dan komposisi personel dari publikasi resmi institusi pertahanan; serta kajian-kajian
terdahulu mengenai representasi perempuan dalam institusi keamanan di Indonesia dan konteks komparatif
global. Analisis dilakukan secara tematik dengan memfokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu pertama,
mekanisme institusional yang mengatur distribusi jabatan dan jalur karier dalam TNI kedua, praktik dan
kebijakan yang secara eksplisit maupun implisit membatasi akses perempuan terhadap posisi
kepemimpinan strategis dan ketiga, dinamika diskursif yang melegitimasi atau menantang dominasi
maskulin dalam struktur komando militer Indonesia.

Validitas analisis dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, di mana temuan dari satu
literatur diverifikasi dan dikontekstualisasikan dengan sumber-sumber lainnya yang memiliki perspektif
berbeda. Dengan demikian, hasil analisis tidak sekadar mereproduksi narasi tunggal yang dominan,
melainkan berupaya menghadirkan pembacaan yang lebih berlapis dan kritis terhadap fenomena
kepemimpinan perempuan dalam institusi militer Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur Institusional dan Sistem Karier Militer di Tentara Nasional Indonesia

Struktur institusional militer merupakan fondasi utama yang menentukan bagaimana organisasi
militer menjalankan fungsi pertahanan negara serta mengelola sumber daya manusia di dalamnya. Di
Indonesia, institusi militer berada di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia, yang berperan sebagai
alat negara di bidang pertahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan bahwa TNI memiliki tugas utama
mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dari berbagai
ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam kajian hubungan sipil-militer, keberadaan kerangka
hukum tersebut menjadi dasar penting dalam membentuk profesionalisme militer serta memastikan posisi
militer tetap berada dalam sistem pemerintahan demokratis (Mietzner, 2020).

Sebagai organisasi pertahanan negara, TNI memiliki struktur yang bersifat hierarkis dan birokratis.
Struktur ini dirancang untuk memastikan adanya sistem komando yang jelas serta koordinasi yang efektif
dalam pelaksanaan operasi militer. Menurut kajian organisasi militer modern, struktur hierarki merupakan
mekanisme penting untuk menjamin efektivitas pengambilan keputusan dalam situasi krisis atau konflik
bersenjata (Feaver, 2018). Dengan adanya struktur yang jelas, setiap prajurit memahami posisi,
kewenangan, serta tanggung jawab yang dimilikinya dalam organisasi.

Selain struktur organisasi, militer memiliki sistem karier yang terlembaga dan relatif rigid
dibandingkan dengan organisasi sipil. Sistem karier tersebut mencakup proses rekrutmen, pendidikan
militer, kenaikan pangkat, serta promosi jabatan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengalaman
dan kompetensi prajurit. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi militer memiliki sumber
daya manusia yang profesional serta mampu menjalankan tugas pertahanan secara efektif (Cottey,
Edmunds, & Forster, 2020).

TNI terdiri atas tiga matra utama yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Ketiga matra tersebut
memiliki karakteristik operasi yang berbeda sesuai dengan domain pertahanan darat, laut, dan udara.
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Pembagian matra ini juga mempengaruhi pola pendidikan militer, spesialisasi prajurit, serta jalur karier
yang tersedia dalam masing-masing matra (Sebastian & lisgindarsyah, 2021).

Relasi Kuasa dan Konstruksi Gender dalam Institusi Militer

Institusi militer merupakan organisasi yang dibangun atas dasar struktur hierarki yang kuat serta
sistem disiplin yang ketat. Struktur tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjaga efektivitas organisasi,
tetapi juga membentuk relasi kuasa di antara para anggotanya. Dalam perspektif teori kekuasaan yang
dikemukakan oleh Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh individu atau institusi tertentu,
melainkan tersebar dalam berbagai praktik sosial dan mekanisme institusional yang membentuk perilaku
individu (Foucault, 1977).

Relasi kuasa dapat terlihat melalui sistem pelatihan, disiplin, serta pengawasan yang diterapkan
terhadap prajurit. Pelatihan militer tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik, tetapi juga
untuk membentuk tubuh yang patuh dan disiplin terhadap struktur komando. Proses tersebut manunjukan
apa yang disebut Foucault sebagai disciplinary power, yaitu mekanisme kekuasaan yang bekerja melalui
pengawasan dan normalisasi perilaku individu dalam institusi modern.

Institusi militer juga sering dipandang sebagai ruang sosial yang didominasi oleh nilai-nilai
maskulinitas. Maskulinitas dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma dan praktik
budaya tertentu. Menurut R. W. Connell, konsep hegemonic masculinity merujuk pada bentuk maskulinitas
dominan yang dianggap ideal dan memiliki legitimasi sosial dalam suatu masyarakat (Connell, 2005).
Dalam budaya organisasi militer, nilai-nilai maskulinitas seperti keberanian, kekuatan fisik, ketahanan
mental, serta ketegasan dalam kepemimpinan sering kali menjadi standar ideal bagi seorang prajurit. Nilai-
nilai tersebut direproduksi melalui berbagai praktik institusional seperti pelatihan militer, budaya senioritas,
serta simbol-simbol keprajuritan (Woodward & Duncanson, 2017).

Dinamika Kepemimpinan Perempuan dan Implikasi Kebijakan

Perkembangan kepemimpinan perempuan dalam institusi militer menjadi isu penting dalam kajian
keamanan dan gender. Secara historis, organisasi militer di berbagai negara, termasuk Indonesia,
didominasi oleh laki-laki karena militer secara tradisional dikaitkan dengan karakter maskulinitas seperti
kekuatan fisik dan agresivitas dalam konflik bersenjata (Enloe, 2014). Perempuan mulai memperoleh ruang
yang lebih besar dalam institusi militer melalui pembentukan berbagai korps perempuan di lingkungan
Tentara Nasional Indonesia, seperti Korps Wanita Angkatan Darat, Korps Wanita Angkatan Laut, dan
Wanita Angkatan Udara. Kehadiran korps tersebut mencerminkan upaya institusional untuk meningkatkan
partisipasi perempuan dalam organisasi militer (Sebastian & lisgindarsyah, 2021).

Representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan strategis masih relatif terbatas. Banyak
jabatan komando tingkat tinggi dalam militer masih didominasi oleh laki-laki, terutama pada satuan-satuan
operasional yang berkaitan dengan fungsi tempur. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur organisasi
militer masih dipengaruhi oleh konstruksi gender yang telah lama terbentuk (Duncanson, 2020). Oleh
karena itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan militer memiliki implikasi penting
terhadap reformasi kebijakan institusional. Integrasi perspektif gender dalam kebijakan militer tidak hanya
berkaitan dengan isu kesetaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme organisasi
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serta efektivitas institusi pertahanan dalam menghadapi tantangan keamanan modern (Karim & Beardsley,
2017).

KESIMPULAN

Dinamika kepemimpinan perempuan dalam struktur Tentara Nasional Indonesia memperlihatkan
bahwa institusi militer masih didominasi oleh konstruksi sosial dan organisasi yang bercorak maskulin.
Meskipun secara formal perempuan telah diintegrasikan ke dalam tubuh militer melalui pembentukan korps
perempuan seperti Kowad, Kowal, dan Wara, akses terhadap posisi kepemimpinan strategis masih relatif
terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi perempuan dalam militer cenderung bersifat simbolik
dibandingkan transformasional.

Analisis dengan menggunakan perspektif relasi kuasa menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan
dalam organisasi militer tidak hanya ditentukan oleh struktur komando formal, tetapi juga oleh berbagai
praktik institusional seperti sistem promosi pangkat, penempatan jabatan, serta norma organisasi yang
secara tidak langsung membatasi mobilitas karier perempuan. Perempuan lebih sering ditempatkan pada
bidang administratif, kesehatan militer, atau fungsi non-tempur yang secara struktural berada di luar jalur
komando utama menuju kepemimpinan strategis.

Pendekatan Feminist Institutionalism menunjukkan bahwa institusi militer tidak sepenuhnya netral
terhadap gender, karena norma maskulinitas yang telah lama mengakar dalam budaya organisasi militer
turut mempengaruhi standar kepemimpinan, pola rekrutmen, serta distribusi jalur karier. Kebijakan-
kebijakan tertentu yang pernah diberlakukan dalam institusi militer bahkan memperlihatkan adanya bentuk
kontrol institusional terhadap tubuh dan kehidupan sosial perempuan. Meskipun terdapat perkembangan
seperti peningkatan jumlah prajurit perempuan serta pencapaian pangkat tinggi oleh beberapa perwira
perempuan, perubahan tersebut belum secara signifikan mengubah struktur kekuasaan dalam organisasi
militer. Upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam kepemimpinan militer memerlukan
reformasi kebijakan institusional yang lebih komprehensif, termasuk integrasi perspektif gender dalam
sistem karier, mekanisme promosi jabatan, serta transformasi budaya organisasi militer menuju struktur
yang lebih inklusif dan setara.
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